



1.1 Latar Belakang 
 Jaminan sosial tenaga kerja adalah asuransi yang diselenggarakan oleh 
pemerintah melalui badan Persero yang khusus menjamin asuransi tenaga kerja 
pada saat aktif bekerja dan setelah pensiun dari bekerja, jaminan ini bisa 
didapatkan dengan membayar sejumlah iuran yang telah ditentukan oleh 
pemerintah. Jaminan sosial ini akan menanggung biaya ketika buruh sakit atau 
terjadi kecelakaan kerja saat terikat dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja, 
sedangkan jaminan hari tua dan jaminan kematian hanya dapat digunakan setelah 
hubungan kerja berakhir, jaminan kematian dapat digunakan setelah pekerja 
tersebut meninggal dunia, sedangkan jaminan pensiun baru dapat digunakan 
setelah pekerja telah pensiun atau hubungan kerja telah berakhir. 
Jaminan sosial terhadap tenaga kerja ini telah diatur dalam Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disingkat 
UU Jamsostek), pada pasal 1 UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek mengatakan 
bahwa: “Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah biaya santunan pengganti sebagian 
dari penghasilan yang berkurang, atau hilang akibat sakit, melahirkan, 
kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.” Berdasarkan bunyi dari pasal 
tersebut maka setiap perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke PT 
Jamsostek agar tiap pekerja bisa mendapatkan program jamsostek.  
Jaminan Sosial bagi pekerja tersebut dijalankan oleh PT. Jamsostek 
Persero, yang hanya khusus melayani jaminan sosial bagi pekerja., agar pekerja 
mendapatkan 4 (empat) program jaminan sosial sesuai dengan pasal 4 UU 
Jamsostek. Setiap pekerja yang sudah terdaftar wajib membayar iuran kepada PT. 
Jamsostek  
Besarnya iuran program Jamsostek telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja. Dalam PP tersebur diatur bahwa besarnya iuran jaminan sosial bagi 
pekerja, besarnya iuran adalah sebagai berikut: 
1) Jaminan kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran dibagi menjadi IV 
kelompok jenis usaha, adalah sebagai berikut: (I) 0,24% dari upah sebulan; (II) 
0,54°% dari upah sebulan; (III) 0,89% dari upah sebulan; (IV) 1,27% dari upah 
sebulan; (V) 1,74% dari upah sebulan.  
2) Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan.  
3) Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan 
4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja 
yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum 
berkeluarga. 
Berdasarkan pasal tersebut besarnya iuran setiap pekerja memiliki besaran 
iuran yang berbeda tergantung dari jumlah upah yang diterima oleh pekerja itu 
sendiri, karena perhitungan besarnya iuran dihitung persen dari upah yang diterima 
program Jamsostek tersebut telah berjalan selama kurang lebih 20 tahun 
berdasarkan UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, hingga pada akhirnya 
pemerintah kembali membentuk dan mengesahkan Undang-undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat UU 
SJSN). Yang merubah sistem Jaminan social tenaga kerja.  
 Inti dari Tujuan diselenggarakannya UU SJSN adalah untuk memberikan 
jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup dasar yang layak bagi setiap peserta 
dan/atau anggota keluarganya.1, Badan penyelenggara yang dinyatakan berlaku 
oleh pemerintah berdasarkan pasal 5 UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN adalah 
Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan 
Perseroan Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), 
Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (ASABRI) dan 
Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dinyatakan sebagai Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial yang sah menurut UU SJSN. 
Dalam UUD 1945 Amandemen IV Negara Indonesia telah mengamanatkan 
Jaminan Sosial (JS) melalui pasal 28H ayat (3) UUD 1945 amandemen IV ya ng 
berbunyi “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” 
berdasarkan adanya pasal tersebut Pemerintah membentuk UU Nomor 40 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial adalah jaminan yang 
sangat dibutuhkan bagi setiap warga negara, baik warga negara yang tergolong 
mampu maupun tidak mampu, pada hal negara sudah lama menyelenggarakan 
Jaminan Sosialtetapi masih bersifat parsial, dengan kepesertaan yang hanya 
mencakup sektor formal atau sektor kalangan pekerja. 2 
Manfaat akan jaminan sosial pada saat sebelum terbentuknya UU Nomor 
40 Tahun 2004 tentang SJSN belum dapat mencakup seluruh warga negara, dan 
diatur dengan peraturan yang tumpang tindih, hal tersebut membuat Jaminan 
Sosial menjadi terpecah pecah dalam pelaksanaannya, contohnya perbedaan 
Lembaga Jaminan Sosial antara pegawai swasta dengan pegawai negeri. Jaminan 
Sosial pegawai swasta dijamin oleh PT.Jamsostek, sedangkan pegawai negeri 
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 Lihat tujuan UU SJSN dalam pasal  3 UU No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN 
2
 Laporan Teknis (Untuk Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU Tentang SJSN) Di Balik Tabir 
Penyusunan Undang Undang No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Afiifah Thaha, Januari 2007. 
dijamin oleh PT.Askes, dan masing-masing jaminan tersebut diatur dengan 
undang-undang yang juga berbeda. 
Berdasarkan pemikiran tersebut Undang-undang Jaminan Sosial dinilai 
amat penting bagi negara Indonesia maka pada tanggal 19 Oktober 2004, telah 
diundangkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) sebagai perwujudan dari amanat pasal 28H UUD 1945, diundangkannya 
UU SJSN tidak dengan tiba tiba, melainkan dari proses yang tidak singkat yaitu 4 
(empat) tahun, proses pembuatan UU SJSN bertahap mulai dari Naskah Akademik 
(NA), Konsep Rancangan UU SJSN (KRUU SJSN), Rancangan UU SJSN (RUU 
SJSN), akhirnya sampai dengan di undangkannya dan disahkannya UU SJSN.3 
Tetapi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN tidak dapat langsung di 
implementasikan pada tahun 2004 karena UU Nomor 40 Tahun 2004 masih 
memerlukan beberapa pengujian undang-undang dan beberapa peraturan 
perundang-undangan untuk menjelaskan dan menjalankan beberapa pasal di dalam 
UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN agar dapat terimplementasi dengan baik dan 
sempurna. Pada Tahun 2011 akhirnya dibentuk peraturan undang-undangan yang 
menjelaskan beberapa pasal di dalam UU SJSN, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2011 
tentang BPJS sehingga UU No 40 Tahun 2004 dapat mulai diimplementasikan.  
Di pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial), disebutkan bahwa ada 2 (dua) lembaga yang akan 
menyelenggarakan Jaminan Sosial, kedua lembaga tersebut telah diatur di pasal 5 
UU Nomor 24 Tahun 2011, yaitu BPJS  Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.  
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 Laporan teknis penyusunan peraturan pelaksana UU SJSN, Dibalik Tabir Penyusunan UU no 
40 tahun 2004 tentang SJSN, Afifah Thaha, Januari 2007 
Berdasarkan pasal tersebut pemerintah pada tanggal 1 Januari 2014 
melaksanakannya dengan mengubah nama lembaga- lembaga penjamin yang telah 
ada selama ini, yaitu merubah nama PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan 
dan merubah nama PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Adapun fungsi kedua 
lembaga tersebut telah diatur didalam pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 tahun 
201. BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan 
BPJS Ketenagakerjaan saat ini tetap menyelenggarakan beberapa jaminan bagi 
tenaga kerja yaitu:  
a. jaminan kecelakaan kerja, 
b. jaminan hari tua, 
c. jaminan pensiun, dan 
d. jaminan kematian. 
Karena UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN telah mengatur semua 
program Jaminan Sosial untuk masyarakat undang-undang ini juga mengatur 
tentang asuransi sosial baik untuk golongan pekerja maupun untuk golongan 
lainnya dalam satu peraturan perundang undangan dan bersifat lebih menyeluruh 
jika dibandingkan dengan UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang hanya 
mengatur jaminan sosial bagi pekerja.  
Di pasal 5 ayat (1) UU No 40 Tahun 2004 juga dsebutkan bahwa 
pemerintah akan membentuk lembaga baru yang bernama Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (yang disingkat BPJS) untuk menyelenggarakan jaminan sosial, 
berdasarkan pasal tersebut pemerintah juga mengesahkan Undang-undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (untuk selanjutnya 
disingkat UU BPJS) bersama UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN. 
Berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Lembaga Penjamin 
Jaminan Sosial yang selama ini telah berjalan akan berganti nama berdasarkan 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas 
peraturan presiden No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dan UU No 24 
Tahun 2011 tentang BPJS, badan penyelenggara jaminan sosial dibagi menjadi 2 
(dua) lembaga, yang pertama adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
kesehatan (BPJS Kesehatan) dan yang kedua adalah Badan Penyelenggaran 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).  
Berdasarkan pasal tersebut Pemerintah pada tanggal 1 Januari 2014 
mengganti nama lembaga penyelenggara jaminan sosial yang telah ada selama ini, 
yaitu mengganti nama PT JAMSOSTEK menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan 
merubah nama PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan, serta mengalihkan program 
Jaminan Kesehatan PT.ASKES, PT.JAMSOSTEK, PT.ASABRI dan PT.TASPEN 
ke BPJS Kesehatan. Peraturan mengenai kedua lembaga tersebut berdasarkan pasal 
6 ayat (1) dan (2) UU no 24 Tahun 2011 tentang BPJS yaitu: 
1) BPJS Kesehatan sebagaimana menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 
2) BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun; dan Jaminan Kematian.. 
Berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
maka jaminan kesehatan bagi pekerja tidak lagi berada di bawah kewenangan PT. 
JAMSOSTEK, karena PT. JAMSOSTEK yang saat ini telah berganti nama 
menjadi BPJS Ketenagakerjaan hanya menjalankan 4 (empat) jaminan sosial bagi 
pekerja yaitu: jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan 
pensiun (JP) dan jaminan kematian (JK). Sedangkan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan bagi pekerja saat ini telah dialihkan dan dijalankan oleh BPJS 
Kesehatan. 
Pergantian nama dan kewenangan lembaga penyelenggara jaminan sosial 
ini telah menimbulkan beberapa masalah bagi pekerja di Kota Malang, karena 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pekerja di Kota Malang yang sebelumnya 
dijalankan oleh PT. Jamsostek Kota Malang, sekarang dialihkan dan digabungkan 
ke BPJS Kesehatan Kota Malang dengan masyarakat umum, angkatan bersenjata 
dan pegawai negeri sipil.  
Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja yang diselenggarakan 
menurut UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN, seharusnya lebih baik atau paling 
tidak sama dengan sebelumnya baik dari segi manfaat dan pelayanan informasi, 
serta hendaknya diikuti dengan sanksi-sanksi yang lebih tegas dari sebelumnya. 
Karena peraturan perundang-undangan akan dinyatakan gagal apabila pelaksanaan 
dan implementasinya menjadi lebih buruk daripada peraturan perundang-undangan 
yang sebelumnya.  
Di salah satu pasal dalam UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN yaitu Pada 
pasal 16 mengatakan bahwa: “Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan 
informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti.” Dalam pasal 
ini pemerintah juga mengharapkan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan 
yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua peserta disertai dengan pemberian 
informasi yang sejelas-jelasnya terhadap semua peserta jaminan kesehatan agar 
pelayanan kesehatannya sesuai dengan tujuan dari JK (Jaminan Kesehatan) yaitu 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.  
Pasal 16 UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN ini akan menjadi pasal yang 
menentukan berjalan baik atau tidaknya jaminan pemeliharaan kesehatan yang 
dijalankan oleh BPJS kesehatan kota Malang, karena dalam pasal 16 UU SJSN 
tersebut pihak BPJS Kesehatan Kota Malang diharuskan memberikan manfaat dan 
informasi kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan, tidak terkecuali kepada 
golongan pekerja. 
Berdasarkan data awal dari Pemerintah Kota Malang, jumlah Badan Usaha 
dan Industri di Kota Malang mencapai lebih dari 370 Badan Usaha  serta Industri. 
Penting untuk diteliti mengenai pelaksanaan BPJS Kesehatan yang berjalan dengan 
baik dan sesuai dengan pasal 16 UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN.4 
Sedangkan di dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN tidak ada 
satupun pasal yang mengatur sanksi bagi BPJS Kesehatan sebagai badan 
penyelenggara BPJS Kesehatan, berdasarkan hal tersebut maka BPJS Kesehatan 
wajib memberikan manfaat dan informasi, karena bisa jadi BPJS Kesehatan tidak 
melaksanakan amanah dari pasal 16 UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang 
mengharuskan BPJS Kesehatan memberikan manfaat dan informasi kepada 
seluruh peserta BPJS Kesehatan.  
Seperti contohnya kasus diRumah Sakit Wava Husada yang terletak di 
Kepanjen Malang, Direktur rumah sakit Arif Suryadi, mengatakan dia sempat 
mengalami kesulitan dalam pelayanan peserta BPJS Kesehatan pada saat awal 
penerapan BPJS Kesehatan. “Kurangnya sosialisasi dari BPJS Kesehatan kepada 
peserta Jaminan pemeliharaan Kesehatan mengenai prosedur dan tata cara 
penggunaan jaminan pemeliharaan kesehatan menyebabkan kami dari pihak rumah 
sakit juga mengalami kesulitan dan kerugian” ujar Arif Suryadi. 5 
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Tanpa adanya sanksi administratif maupun sanksi lainnya pada BPJS 
Kesehatan sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial justru akan 
membuat hak para pekerja yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan menjadi lebih 
buruk dari sebelumnya. Oleh karena itu, penting sekali diteliti tentang bagaimana 
implementasi Pasal 16 UU No 4 Tahun 2004 tentang SJSN terkait pemberian 
manfaat dan informasi kepada pekerja atas Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan 
Kota Malang. 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana implementasi pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur pemberian manfaat dan informasi 
atas jaminan kesehatan terhadap pekerja yang telah didaftarkan oleh pengusaha di 
BPJS Kesehatan Kota Malang? 
2. Apa yang menjadi faktor- faktor penghambat di BPJS Kesehatan Kota Malang 
dalam mengimplementasikan pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional? 
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan di BPJS 
Kesehatan Kota Malang dalam mengimplementasikan pasal 16 Undang-undang 
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional?  
 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menggambarkan serta menganalisis implementasi pasal 16 Undang-undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur pemberian 
manfaat dan informasi atas jaminan kesehatan terhadap pekerja yang telah 
didaftarkan oleh pengusaha di BPJS Kesehatan Kota Malang; 
2. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi di 
BPJS Kesehatan Kota Malang dalam mengimplementasikan pasal 16 Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
3. Mendeskripsikan serta menganalisis upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang 
dihadapi BPJS Kesehatan Kota Malang dalam mengimplementasikanpasal 
16Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
 
1.4MANFAAT PENELITIAN 
 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan 
mengenai kegunaan dari penulisan skripsi ini. Yang mana manfaat dari penulisan 
dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoristis dan manfaat praktis.  
 
1.4.1. Manfaat teoristis 
Memberikan sumbangan pemikiran secara teori serta referensi bagi 
pengembangan Hukum Perburuhan pada umumnya dan khususnya dalam Hukum 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mengenai implementasi pasal 16 UU no 40 tahun 
2004 tentang pemberian informasi Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap 
pekerja 
1.4.2 Manfaat Praktis  
A. Bagi BPJS Kesehatan 
Sebagai referensi untuk memperbaiki proses penerapan pasal 16 Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang 
mewajibkan BPJS Kesehatan memberikan informasi sejelas-jelasnya dan manfaat 
kepada seluruh peserta Jaminan Kesehatan, khususnya kepada pekerja.  
 
 
B. Bagi Pekerja 
Sebagai referensi bagi pekerja untuk lebih memahami hak dan manfaat 
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja setelah dialihkan ke BPJS Kesehatan 
 
C. Bagi Pengusaha 
Sebagai refensi bagi pengusaha dalam memahami manfaat dan hak para 
pekerja atas jaminan sosial serta dapat melindungi hak jaminan sosial untuk 
pekerja. 
 
D. Bagi masyarakat 
Sebagai referensi bagi masyarakat luas sehingga dapat mengtahui tentang 
pelaksanaan pemberian informasi dan manfaat bagi pekerja oleh BPJS Kesehatan 
Malang sesuai tujuan darii pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional, terutama permasalahan-permasalahan yang terjadi 
dalam implementasinya. 
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 
Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka di dalam 
penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan akan disusun berdasarkan format 
berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang pembentukan UU No 40 tahun 2004 tentang 
SJSN dan permasalahan dalam mengimplementasi Pasal 16 UU No 40 Tahun 2004 
tentang SJSN terkait pemberian informasi dan manfaat terhadap tenaga kerja, 
berdasarkan permasalahan yang ada akhirnya dibuat menjadi 3 rumusan masalah 
yang akan diteliti sesuai permasalahan yang telah ada, hingga penulis dapat 
mencapai tujuan dan manfaat penulisan dari penelitian dari penulisan skripsi ini, 
dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan guna 
mempermudah dalam melakukan penelitian.  
BAB II: KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori teori dari para pakar hukum yang akan 
digunakan untuk mendasari, menganalisis, meneliti serta membantu dalam 
menyusun laporan pada BAB IV Pembahasan.  
 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan, asal sumber data 
yang diperoleh dan yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang telah 
diperoleh, dan teknik menganalisis data yang telah diperoleh. Serta pedoman 
dalam melakukan kegiatan di lapang 
 
BAB IV: PEMBAHASAN 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diplih dalam penulisan skripsi 
ini, maka Pada BAB IV pembahasan penulis membagi menjadi 3 bagian, agar 
penjelasan rumusan masalah yang telah dipilih menjadi lebih jelas dan terperinci, 
pembagian BAB IV adalah sebagai berikut: 
IV. PELAKSANAAN PASAL 16 UU NO 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN 
DI BPJS KESEHATAN KOTA MALANG: 
4.1 Gambaran Umum BPJS Kesehatan Kota Malang 
4.2 Implementasi Pemberian Manfaat Jaminan Kesehatan Oleh BPJS Kesehatan 
Kota Malang Kepada Pekerja 
4.3 Implementasi Pemberian Informasi Jaminan kesehatan Oleh BPJS Kesehatan 
Kota Malang Kepada Pekerja 
V. HAMBATAN PELAKSANAAN PASAL 16 UU NO 40 TAHUN 2004 
TENTANG SJSN DI BPJS KESEHATAN KOTA MALANG: 
5.1 Hambatan BPJS Kesehatan Kota Malang Dalam Melaksanakan Pasal 16 UU 
No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN 
5.2 Hambatan Eksternal 
5.3 Hambatan Internal 
VI. UPAYA-UPAYA BPJS KESEHATAN KOTA MALANG UNTUK 
MENGATASI HAMBATAN PELAKSANAAN PASAL 16 UU NO 40 TAHUN 
2004: 
6.1 Upaya BPJS Kesehatan Untuk Mengatasi Hambatan Eksternal Yang Terjadi 
Dalam Melaksanakan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN 
6.2 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Internal Yang Terjadi di Dalam BPJS 
Kesehatan Kota Malang Dalam Melaksanakan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2004 
Tentang SJSN 
 
BAB V: PENUTUP  
Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi. Isi dari 
Kesimpulan merupakan uraian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah 
dipilih di dalam BAB I pendahuluan. dan berisi harapan harapan dari penulis 
mengenai hasil kajian yang telah didapatkan menuju ke arah yang lebih baik lagi 
untuk masa yang akan datang. 
 
